
CEK LIST SYARAT PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN  

OLEH PEMERINTAH KALURAHAN 

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan 

NO PERSYARATAN KET. 

1. Pemerintah Kalurahan mengajukan surat permohonan izin kepada 

Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas; 

 

2. Identitas pihak yang akan menggunakan Tanah Kalurahan, yang 

dibuktikan dengan:  

a. fotocopy kartu tanda penduduk Lurah; dan 

b. peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi 

Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah non 

Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Kalurahan lain, Badan Usaha Milik Negara, dan 

Badan Usaha Milik Daerah.  

 

3. Peraturan Kalurahan mengenai Pemanfaatan Tanah Kalurahan;  

4. Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai 

Penggunaan Tanah Kalurahan; 

 

5. Keputusan Lurah;  

6. Site Plan yang ditanda tangani Lurah dan Bupati;  

7. Gambar Lokasi yang ditanda tangani Lurah dan Bupati;  

8. Softcopy Site Plan dan Gambar Lokasi;  

9. Rekomendasi Panewu mengenai persetujuan Penggunaan Tanah 

Kalurahan; 

 

10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Forum Penataan 

Ruang Kabupaten; 

 

11. Surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bermaterai 

Rp.10.000,- yang berisikan bahwa Tanah Kalurahan yang 

dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah 

Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa; 

 

12. Surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bermaterai 

Rp.10.000,- yang berisikan bahwa sanggup memenuhi aturan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Forum Penataan 

Ruang Kabupaten; 

 

13. Proposal penggunaan Tanah Kalurahan, yang memuat paling 

sedikit:  

1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kalurahan;  

2. rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model 

pemberdayaan masyarakat setempat; 

3. persil Tanah Kalurahan yang dimohonkan; 

4. letak Tanah Kaluraha yang dimohonkan dengan informasi paling 

sedikit memuat nama Padukuhan, Kalurahan, Kapanewon dan 

Kabupaten; 

5. luas Tanah kalurahan yang dimohonkan; dan 

6. jangka waktu penggunaan Tanah Kalurahan yang dimohonkan. 

 

 


